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PUTUSAN

Nomor 04621PdtG120161PA Bicn
pu | o )l alll oau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Nama Tergugat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan
sela tertanggal 29 Maret 2017 nomor 0462/Pdt.G/2016/PA Blcn, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah
tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan
diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;
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Bahwa, Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itii tanpa dihadiri
Tergugat;

Bahwa, Penggugat selanjutnya memohon putusan;

1 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut
bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan
sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka dalil-dalil dalam
permohonan Penggugat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil
permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan
perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa
menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan
rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan
mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat, karena tidak akan
pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah
pihak, karena tujuan dari perkawinan tidak tewujud, dan dengan
keadaan yang demikian jika dipaksakan untuk bersatu justru
menimbulkan kerusakan yang menyebabkan kemadharatan bagi kedua
belah pihak, oleh karena itii menolak kemadharatan lebih diutamakan
dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi
kaidah figih sebagi berikut:

"menolak kemadharatan (kemsakan) lebih diutamakan dari pada meraih
maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan
pendapat hitkum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:
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1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab At-Thalaq halaman
57:

"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya
tidak lagj memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk
mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada
perceraian";

2. Pendapat dalam Kitab Mada Huniyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq
Juz I halaman 83 yang berbunyi:

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan
suami isteri telah menjadi sepetti gambar tanpa ruh (hampa), sebab
menemskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan
dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim
kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang
ada, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo.
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Pasal 116 huruf f Kompilasi Hiikkum Islam dan oleh karenanya
permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai
dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan pertama
kalinya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c
kompilasi Hiikkum Islam, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat dan
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 72
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka secara ex Officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang
telah berkekuatan hiikum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hiikum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama
Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
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dan 6 hal, Putusan Nomor 0462/Pdt. G/2016/PA Bicn
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hiikum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan

Simpang Empati Kabupaten Tanah Bumbu di tempat kediaman

Penggugat dan Tergugat serta kepada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah RP 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Demikian  putusan ini  dijatuhkan dalam  rapat
permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriah oleh
kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Wilda

Rahmana, S.H.I. dan Syaiful Annas, S.H.I.,M.Sy. sebagai hakim
anggota, putusan tersebut pada hari itii juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Yahyadi, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadimya Tergugat;
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